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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH 

RUMAH TANGGA 

 

 

Oleh 

 

Jumhari Hasan Putra 

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung terdiri dari pengurangan dan 

penanganan sampah, penanganan sampah di Kota Bandar Lampung terdiri dari 

pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengelolaan; dan proses akhir hal ini 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penelitian ini di fokuskan pada penanganan 

sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota 

Bandar Lampung sudah melakukan penanganan dalam aspek pengangkutan dapat 

dilihat, volume sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2024, produksi sampah per 

harinya mencapai 870 ton atau 320.400 ton per tahun. Namun, Kota Bandar 

Lampung belum melakukan pemilahan dalam penanganan sampah disebabkan data 

volume sampah itu masih tercampur berbagai jenis sampah, meliputi sampah rumah 

tangga; sampah sejenis rumah tangga; dan sampah sepesifik, dan perosesan akhir 

di TPA Bakung masih menggunakan sistem pembuangan terbuka. Rumusan 

masalah : (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga; (2) Bagaimana efektifitas 

pelaksaaan kebijakan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota 

Bandar Lampung. 

Penelitian Skripsi merupakan penelitian hukum. Bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, 

metode pengumpulan data : Penelitian kepustakaan, pengamatan, dan wawancaara. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, yuridis normatif dan 

yuridis empiris. 

Hasil penelitian ini  : (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan 

kebijakan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui tahapan-

tahapan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan 

pemrosesan akhir. Kebijakan ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. (2) Pemerintah Kota 

Bandar Lampung telah melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah sejenis 

sampah rumah tangga dalam penanganan mencakup tahapan pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir. Namun, hanya 

kebijakan pengangkutan saja terlihat efektif, proses akhir TPA Bakung masih 

menggunakan sistem pembuangan terbuka. 

Kata kunci : Kebijakan; Pengelolaan; Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga;       Kota Bandar Lampung.



 

 

ABSTRACT 

 

POLICY OF THE BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT IN 

MANAGEMENT OF HOUSEHOLD WASTE 

 

By 

 

Jumhari Hasan Putra 

ousehold waste type waste Management in Bandar Lampung City consists of 

waste reduction and handling, waste handling in Bandar Lampung consists of 

sorting; collection; transportation; management; and the final process, this is in 

accordance with Bandar Lampung City Regional Regulation Number 06 of 2023 

concerning Waste Management. This study focuses on waste management in 

Bandar Lampung City, especially household-type waste. The Bandar Lampung City 

Government has carried out handling in terms of transportation, as can be seen, 

the volume of Bandar Lampung City waste in 2024, daily waste production reaches 

870 tons or 320,400 tons per year, but Bandar Lampung City has not carried out 

sorting in waste management because the waste volume data is still mixed with all 

types of waste, household waste; household-type waste; and specific waste, and the 

final processing at the Bakung TPA still uses an open disposal system. Problem 

formulation: (1) What is the policy of the Bandar Lampung City Government in 

managing household-type waste; (2) How effective is the implementation of the 

policy for managing household-type waste in Bandar Lampung City. 

Thesis research is a legal research. The legal materials used in this study are 

primary, secondary and tertiary legal materials, data collection methods: Library 

research, observation, and interviews. This research approach uses two 

approaches, namely, Normative Juridical and Empirical Juridical. 

The results of this study: (1) The Bandar Lampung City Government has 

established a policy for managing household-type waste through stages including 

sorting, collection, transportation, management, and final processing. This policy 

is regulated by Bandar Lampung City Regional Regulation Number 06 of 2023 

concerning Waste Management. (2) The Bandar Lampung City Government has 

implemented a policy for managing household-type waste in handling including the 

stages of sorting, collection, transportation, management, and final processing. 

However, only the transportation policy seems effective, the final process of the 

Bakung TPA still uses an open disposal system. 

Key Word : Policy; Management; Household Waste-like Waste; City Of  

Bandar Lampung
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi persampahan Kota Bandar Lampung saat ini menghadapi peningkatan 

produksi sampah berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

Tahun 2024, produksi sampah per harinya mencapai 870 ton atau 320.400 ton per 

tahun. Kondisi ini merupakan peningkatan dari Tahun 2023, di mana produksi 

sampah sebesar 850 ton perhari atau 315.200 ton pertahun.1 Peningkatan jumlah 

pemukiman penduduk di kota ikut berkontribusi pada peningkatan kegiatan sehari-

hari dalam rumah tangga. Perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan 

berbagai masalah terkait sampah, termasuk bertambahnya volume, jenis, dan 

karakteristik sampah yang semakin beragam dan harus dikelola.2 Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar lampung Tahun 2024, Kota Bandar 

Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.100.109 jiwa Bandar Lampung 

dalam angka.3 Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, Kota Bandar Lampung 

masuk dalam kategori Kota Metropolitan atau Tier 1, di mana setiap orang 

menghasilkan sampah sebanyak 0,7 kg per hari, sesuai dengan penjelasan dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Pengolahan Sampah Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 375). 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

 
1 BPS Lampung. 2024.” Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kota Bandar 

Lampung (2021-2023)”. Kota Bandar Lampung : 2021-23. Hlm 2 
2 Huduri, A. N. A. (2018). “Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”. Mimbar Keadilan, vol.14. No.(28). Hlm 197 
3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), BPS Kota Bandar Lampung. 

 



 
 

2 

2008 Nomor 69), sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia 

dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dapat dikelola  oleh 

pemerintah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) yaitu : 

a. sampah rumah tangga;  

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan  

c. sampah spesifik. 

Dalam urusan pengelolaan sampah, tugas Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Lampiran 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dengan judul Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara 

Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota huruf I. 

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota huruf K.Pembagian Urusan 

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan Sub Bidang Persampahan yaitu : 

Tugas pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah mencakup beberapa aspek 

penting. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menerbitkan izin penggunaan 

insinerator sebagai alat pengolah sampah menjadi energi listrik. Selain itu, 

pemerintah juga bertugas menerbitkan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) 

untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional yang dikelola oleh 

pihak swasta. Di samping penerbitan izin, pemerintah pusat juga melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan sampah di TPA atau tempat 

pengolahan sampah terpadu (TPST) regional yang dikelola oleh pihak swasta. 

Pemerintah pusat menetapkan dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab 

produsen dalam upaya pengurangan sampah, serta melakukan pembinaan dan 

pengawasan lebih lanjut terhadap tanggung jawab tersebut. 

Di tingkat provinsi, pemerintah daerah memiliki tugas dalam penanganan sampah 

di TPA atau TPST regional yang ada di wilayahnya. Sementara itu, pemerintah 

daerah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di 

wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten atau kota 

memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terkait kegiatan pendaurulangan atau 



 
 

3 

pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh pihak swasta. Pemerintah daerah kabupaten atau kota juga 

berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan 

sampah yang dilakukan oleh pihak swasta. 

Dengan pembagian tugas ini, setiap tingkatan pemerintah berperan dalam 

mendukung sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, efektif, dan 

berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap 

lingkungan dan masyarakat. 

Dalam pembagian urusan pemerintahan, Pemerintah Kota Bandar Lampung 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah yang sejenis dengan sampah 

rumah tangga. Hal ini diatur sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188), yang mengatur 

pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat kabupaten/kota. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam membuat 

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah disebut Jakstrada. 

Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah 

provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam 

pembuatan Jakstrada, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas 

Lingkungan Hidup memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734). 

Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib dalam memfasilitasi pengelolaan sampah 

sejenis rumah tangga sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 69) tugas Pemerintah Daerah adalah memfasilitasi penyediaan 

prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang mudah terjangkau oleh masyarakat, 
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termasuk pengelolaan di kawasan permukiman, komersial, industri, khusus, 

fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Pemerintah Kota Bandar 

Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandar 

Lampung Tahun 2023 Nomor 6) untuk mengatur penyediaan fasilitas untuk 

melakukan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga pada  Pasal 6 sampai 

Pasal 7 fasilitas yang disediakan yaitu : Tempat Penampungan Sementara (TPS), 

Tempat Pengelolaan Terpadu (TPST), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan serta 

menyediakan sarana pengangkutan. 

Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah, keadaan pengelolaan 

sampah yang belum teratasi dengan baik dilihat dari sampah berserakan di beberapa 

wilayah dan pesisir pantai, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya 

pengelolaan sampah dapat dilihat dari adanya masyarakat membuang sampah, 

satuan organisasi kebersihan lingkungan (SOKLI) bertugas mengambil sampah 

yang berasal dari rumah warga dan dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS), 

Warga diwajibkan memberi biaya pelayanan pengangkutan sampah dari rumah, 

namun beberapa warga tidak ikut penyediaan layanan dikarenakan faktor kondisi 

ekonomi dan tidak adanya rasa tanggung jawab untuk berlangganan  Retribusi 

Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi dan badan, hal tersebut menjadi faktor penyebab 

terdapatnya sampah yang berserakan di Kota Bandar Lampung, tempat 

pembuangan sampah ilegal, dan sampah.4 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

kualitas lingkungan hidup, serta membentuk pelayanan publik dalam pengelolaan 

sampah. Pemerintah adalah pihak yang berkewenang dan bertanggung jawab dalam 

pembentukan hukum terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah 

kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Pengurangan 

 
4 Arif, S., Firman, A. L. H., Sillak, H., & Annisaa, S. Z. (2023). “Strategi Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Desa Sukaraja)”. Jurnal Ilmu 

Lingkungan, vol.21. No.(4), 807-818. Hlm 808 
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sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali 

sampah, dan pendauran ulang sampah. Penanganan sampah yang dimaksud adalah 

pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah, pengumpulan dan 

pemindahan sampah dari sumber sampah dan pemrosesan akhir.5 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan Latar Belakan di atas, ditemukan pertanyaan penelitian 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga? 

2. Bagaimana efektifitas pelaksaaan kebijakan pengelolaan sampah sejenis 

sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Pembahasan masalah dibatasi pada pengelolaan sampah berbasis peran pemerintah 

meliputi : 

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah 

sejenis sampah rumah tangga. 

2. Kewenangan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah sejenis 

sampah rumah tangga. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 

Bandar Lampung untuk mengatasi peningkatan jumlah sampah di kota 

 
5 Huduri, A. N. A. (2018). “Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”. Mimbar Keadilan, 14(28). Hlm 198 
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tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi regulasi, program, dan inisiatif 

yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari peningkatan 

produksi sampah.  

2. Mempelajari secara mendalam peraturan-peraturan yang mengatur 

kewenangan tersebut, menganalisis implementasi kebijakan yang ada, 

mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan, serta menyediakan 

rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga 

di Kota Bandar Lampung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga tentang 

teknik pengolahan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diterapkan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian 

dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola 

sampah di wilayah tersebut. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengedukasi 

masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Informasi 

yang diperoleh dari penelitian ini dapat disebarkan melalui kampanye 

penyuluhan dan program sosialisasi. 

 

 

 

 



 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Kebijakan 

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Hogwood dan Gunn, 

seperti dikutip Parsons menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu 

sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau 

aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan 

pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, 

sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. 

Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat 

aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.6  

Kebijakan menurut KBBI yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, 

tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 

mencapai sasaran; garis haluan. 

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk 

menyejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut sesuai pendapat Leonard D. White 

yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara 

untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (public administration 

consist … all those operations having for the purpose the fulfillment and 

enfprcement of public policy) Prayudi Atmosudirdjo melihat administrasi negara 

pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan 

kehendak-kehendak (strategy, policy) serta keputusan-keputusan pemerintah secara 

 
6 Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya. Hlm 4 
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nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-

pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk 

memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirdjo 

memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut.  

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi 

politik (kenegaraan).  

2. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani 

pemerintah, yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”.  

3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-

undang.7 

Berdasarkan berbagai uraian pengertian kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan berupa garis pedoman untuk 

mengambil keputusan dan arah tindakan yang ditentukan untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan hingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan 

lingkungan alam dalam artian yang luas. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan 

ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan 

lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah (overheids bestuur), maka hukum 

lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuursrecht). 

Hukum lingkungan pemerintahan ini selain yang dibentukoleh pemerintah pusat, 

ada pula yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh 

badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.4 

Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (privaatrechtelijk 

milieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan (staatsrechtelijk milieurecht), 

hukum lingkungan kepidanaan (strafrechtelijk milieurecht), sepanjang bidang-

 
7 Yos Johan Utama. 2014. “Pengertian Administrasi Negara Dan Hukum Administrasi 

Negara.” Modul: 1–59. Hlm 1.6 
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bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan 

lingkungan hidup.8 

Permasalahan sampah sejenis sampah rumah tangga juga masuk di dalam 

permasalahan ruang lingkungan pengengelolaan lingkungan jadi diperlukan 

peraturan kebijakan yang efektif dalam menangani sampah di tingkat daerah khusus 

nya tingkat kabupaten/kota untuk membantu dan melindungi masyarakat dan 

lingkungan yang sehat. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan 

kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah dengan wajib pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan 

bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada cara 

memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah 

untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal. Pada akhirnya, hal ini mendukung 

pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Dalam rangka memberikan ruang 

yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola 

kehidupan warganya, pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan harus 

mempertimbangkan kearifan lokal. Sebaliknya, pemerintah daerah ketika 

menyusun kebijakan, baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun 

kebijakan lainnya, juga harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan 

pendekatan ini, tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis 

dengan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal yang ada. Hal ini mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan yang harmonis dan efektif. 

Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bagian Penjelasan Umum huruf I angka 1, mengenai 

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 

 
8 Muhammad Akib. (2021). Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. Depok: 

Rajawali Pers. Hlm 56 
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Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Lingkungan diperlukan membuat kebijakan, rencana, dan/atau 

program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, 

sampah merupakan salah satu potensi menimbulkan masalah lingkungan hidup.  

Berdasarkan  ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga dimana Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan 

kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, dan pada Pasal 

8 Ayat (2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional 

serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.  

Pemerintah pusat mengamanahkan kepada setiap daerah untuk membuat Jakstrada 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang 

mana peraturan ini dibuat proporsi antara pengurangan dan penanganan sampah 

dengan persentase 30% pengurangan dan penanganan 70% sampah di Tahun 2025. 

Jakstrada merupakan amanat dari Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang 

diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 

2017 merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah 

terintegrasi mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir.9 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kebijakan dan strategi yang 

dimaksud meliputi: 

 
9 Nur, F. (2019). “Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”. (Doctoral 

dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji). 1-15. Hlm 2 
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a) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), yaitu arah kebijakan 

dan strategi pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat nasional yang bersifat 

terpadu dan berkelanjutan. 

b) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), yaitu arah kebijakan 

dan strategi pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat daerah provinsi maupun 

kabupaten/kota yang juga bersifat terpadu dan berkelanjutan. 

Selanjutnya, Pasal 3 dalam peraturan tersebut menjelaskan tugas dari Kebijakan 

dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, yang berbunyi bahwa: 

(1) arah kebijakan  pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang: 

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga; dan  

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

Ayat (2) dan (3) berbunyi Pengurangan dan Penangan yang dimaksud yaitu: 

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan melalui: 

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga;  

b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga; dan/atau  

c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga.  
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(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan melalui:  

a. pemilahan;  

b. pengumpulan;  

c. pengangkutan;  

d. pengolahan; dan  

e. pemrosesan akhir. 

Pentingnya implementasi kebijakan dalam sebuah pengelolaan sampah merupakan 

kegiatan yang membandingkan   antara   hasil   implementasi   kebijakan dengan  

kriteria  dan  standar yang telah  ditetapkan  untuk melihat  keberhasilannya,  dari  

implementasi kebijakan kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana 

suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Sehingga kita bisa mengetahui 

bila terdapat selisih antara standar  yang  telah  ditetapkan  dengan  hasil  yang  bisa 

dicapai. Hasil Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah dikatakan bahwa 

kebijakan belum tercapai dilihat dari pengelolaan sampah yang belum mencukupi 

kebutuhan  masyarakat sehingga  kualitas lingkungan  menjadi kumuh. Sumber 

daya  manusia terbatas dan sumber daya peralatan masih manual. Pihak organisasi 

formal memiliki karakter disiplin dalam kinerjanya dan informal memiliki karakter 

responsif dalam penanganan.10 Untuk  itu dalam kegiatan penanganan Pengelolaan 

sampah diperlukan kebijakan untuk melakukan nya supaya tercapainya lingkungan 

yang sehat tanpa penyakit, terkhususnya tingkat kabupaten/kota untuk membuat 

kebijakan untuk mengatasi pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat. 

Kebijakan pengelolaan  sampah ditekankan pada  pengurangan sampah pada  

sumbernya,  pemilahan  dan  daur  ulang.  Satu  hal yang  sangat  penting  dalam  

merubah  paradigma  ini  adalah  merubah  kebijakan  ke  arah minimalisasi  sampah  

pada  sumbernya,  bukan  pada  pembuangannya.11 

 
10 Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah 

di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”. Publika, 149-158. Hlm 149 dan 151 
11 Mu’tafi, A., Suprobo, E. D., Chasanah, S. N., Rouf, M. L., Bachri, M. M., Cinthya, A. 

E., ... & Wardani, F. S. (2024). “Penyuluhan Masyarakat Mandiri Sampah (Mama Risa) dengan 

Konsep 3r (Reduce, Reuse, Recycle) di Dusun Bomerto”. Besiru: Jurnal Pengabdian 

Masyarakat, Vol.1. No.(3), 141-147. Hlm 142 
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Berdasarkan penjelasan diatas pentingnya Kebijakan dan strategi yang baik dalam 

penanganan masalah sampah memiliki banyak manfaat penting. Beberapa alasan 

mengapa kebijakan ini sangat penting diantaranya; sampah sejenis rumah tangga 

dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Kebijakan yang 

efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap ekosistem, 

air, dan udara. Disamping itu penanganan yang buruk terhadap sampah dapat 

menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit dan 

gangguan pernapasan. Kebijakan yang baik dapat mengurangi risiko tersebut.12 

 

2.2. Konsep Kewenangan  

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya   disebut   Kewenangan   adalah 

kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara 

lainnya    untuk    bertindak    dalam    ranah hukum publik.13 

Kewenangan menurut KBBI ialah  hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk 

melakukan sesuatu. 

Kewenangan adalah salah satu konsep penting dalam ilmu hukum, politik, dan 

administrasi publik. Kewenangan merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki 

oleh individu atau badan hukum tertentu untuk melakukan tindakan atau 

mengambil keputusan dalam kerangka tertentu. Konsep kewenangan memiliki 

peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu 

sistem dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan otoritas yang 

sah. 

John Locke adalah seorang filsuf politik Inggris yang dikenal dengan konsepnya 

tentang hak asasi manusia dan pembenaran pemerintahan. Menurut Locke, 

 
12 Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). “Implementasi kebijakan dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kecamatan 

Indihiang Kota Tasikmalaya”. Indonesian Journal Of Education and Humanity, Vol.3. No.(4), 41-

49. 42-43 
13 Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat 

Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8. 

No.(2), 174-182. Hlm 175 
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kewenangan adalah hak alamiah yang dimiliki oleh individu, dan hanya dengan 

persetujuan orang banyak kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada 

pemerintah. Locke berpendapat bahwa kewenangan harus dibatasi dan diperiksa 

agar pemerintah tidak menyalahgunakannya.14 

Max Weber adalah seorang sosiolog, sejarawan, dan teoritikus politik Jerman yang 

dikenal dengan konsepnya tentang birokrasi dan rasionalitas tindakan sosial. 

Menurut Weber, kewenangan adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada 

individu atau lembaga untuk bertindak dalam kerangka hukum dan prosedur yang 

sah. Weber mengidentifikasi tiga jenis kewenangan, yaitu kewenangan tradisional, 

kewenangan karismatik, dan kewenangan legal-rasional.15 

John Austin adalah seorang filsuf hukum Inggris yang dikenal dengan konsepnya 

tentang kedaulatan negara dan hukum positif. Menurut Austin, kewenangan adalah 

kekuasaan atau hak untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau ditinggalkan 

oleh individu dalam masyarakat. Austin membedakan antara kewenangan ilmu 

pengetahuan (kewajiban hukum yang dapat ditegakkan secara paksa) dan 

kewenangan perintah (kewajiban yang ditegakkan oleh ancaman atau kekuatan). 

Austin berpendapat bahwa kewenangan harus didasarkan pada hukum yang jelas 

dan dapat dipertanggung jawabkan.16 

Konsep  hubungan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam 

negara  kesatuan  republik Indonesia  dalam  rangka  otonomi  yang  seluas-luasnya  

berdasarkan  UUD  1945 adalah  bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara 

hukum yang  berdasar sistem konstitusi maka dalam setiap tindakan hukum 

mengenai konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun 

melalui peraturan  perundang-undangan, di  mana secara  yuridis  kewenangan  

 
14Y. Rusfiana and C. Supriatna. (2021).“Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan 

Perkembangan,” ALFABETA, cv Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung p. 148, 2021. Hlm 6 

15   Y. Rusfiana and C. Supriatna. (2021).“Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan 

Perkembangan,” ALFABETA, cv Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung p. 148, 2021. Hlm 6 
16 Elisa Eka Andriyani. (2022) “Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan 

Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of 

Powers),” SOSMANIORA J. Ilmu Sos. dan Hum., vol. 1, no. 4, pp. 534–540, 2022, doi: 

10.55123/sosmaniora.v1i4.1219.534-540. Hlm 537 



 
 

15 

adalah  hak  dan  kekuasaan  pemerintah  yang  sah secara   hukum,   maka   dalam   

konsep negara hukum (rechstaat) segala tindakan pemerintah yang bersumber    

dari  kewenangannya haruslah berdasarkan   pada   asas   legalitas. Oleh karenanya,   

kewenangan   yang merupakan salah satu bentuk kekuasaan memiliki legitimasi  

(keabsahan), yang  nantinya terhadap hubungan kewenangan tersebut memiliki 

legitimate power. Dalam peraturan perundang-undangan terkait pembagian 

kewenangan  antara Pemerintah  Pusat  dan Daerah sebagaimana  yang  diatur dalam 

UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  jelas  tidak 

mencerminkan otonomi luas.17 

Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga 

untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam kerangka tertentu. 

Pengertian kewenangan menurut para ahli memiliki berbagai pandangan dan 

penjelasan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang konsep ini. 

Meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam definisi kewenangan, namun 

pemahaman akan konsep ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang 

lebih baik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkaya wawasan kita 

tentang kekuasaan politik dan sistem hukum. Penting bagi kita untuk terus 

memperbarui dan mengkaji definisi kewenangan agar tetap relevan dengan 

perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. 

Dalam kewenangan pemerintah dibagi menjadi 3 yaitu, Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pada Pasal 13 

ayat (2) sampai ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah: 

2. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kriteria Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:  

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas 

negara;  

 
17 Said, A. R. A. (2015). “Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah 

dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945”. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9. 

No.(4). 577-602. Hlm 577 
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b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau 

lintas negara;  

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas 

Daerah provinsi atau lintas negara;  

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau  

e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan 

nasional. 

3. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kriteria Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:  

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;  

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 

kabupaten/kota;  

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas 

Daerah kabupaten/kota; dan/atau  

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 

4. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kriteria Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:  

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;  

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah 

kabupaten/kota;  

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya 

dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau  

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 

Dalam permasalahan pengelolaan sampah pemerintah telah menggunakan 

kewenangannya memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Upaya 

pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian 

hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemeritahan pusat, 
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pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan 

sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Peraturan 

perundang-undangan secara hirarkis sudah mewajibkan kepada para pimpinan 

pemerintahan untuk dapat menindaklanjuti pelaksanaan pengelolaan sampah 

terutama mengadakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya.18 

Dalam melakukan kewenangan yang paling perlu mendapat perhatian  adalah  

terkait  dengan  penetapan  kebijakan  dan  strategi  pengelolaan  sampah  serta 

pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria 

(NSPK). Dengan demikian pentingnya pemerintah daerah mengetahui 

wewenangnya dalam menjalankan atau membuat regulasi tanpa harus menunggu 

pemerintah pusat. Pemahaman pengelolaan sampah sangat penting bagi pemerintah 

untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Berdasarkan identifikasi dan 

pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian  ini  adalah  sejauh  

mana  capaian  tujuan  dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah kawasan 

dan timbulan.19 

Dalam kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah telah dibagi 

berdasarkan Pasal 7 sampai Pasal 9  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah yang dimana : 

Berdasarkan wewenang Pemerintah Pasal 7 dalam penyelenggaraan pengelolaan 

sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:  

a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;  

c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan 

jejaring dalam pengelolaan sampah;  

d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja 

pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan  

 
18 Zulfikar, Z., & Rinaldi, Y. (2019). “Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam 

Pengelolaan Sampah”. Syiah Kuala Law Journal, Vol.3. No.(3), 445-458. Hlm 446 
19 Hadomuan, M. T., & Tuti, R. W. (2022). “Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan 

Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan”. Kebijakan: Jurnal Ilmu 

Administrasi, Vol.13. No.(1), 7-14. Hlm 8 dan 9 
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e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam 

pengelolaan sampah. 

Berdasarkan wewenang Pemerintah Provinsi Pasal 8 dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:  

a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan 

kebijakan Pemerintah;  

b. memfasilitasi kerjasama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan 

jejaring dalam pengelolaan sampah;  

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja 

kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan  

d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar 

kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi. 

Berdasarkan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 9 dalam 

menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai 

kewenangan:  

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan 

kebijakan nasional dan provinsi;  

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;  

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang 

dilaksanakan oleh pihak lain;  

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan 

sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;  

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan 

selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah 

dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan  

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampah sesuai dengan kewenangannya.  

(2). Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan 

akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d merupakan bagian dari 
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rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan strategi 

dalam pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga. Pemerintah Pusat menetapkan Kebijakan 

dan Strategi Nasional (Jakstranas), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga. Jakstranas didefinisikan sebagai arah kebijakan dan strategi nasional yang 

terpadu dan berkelanjutan untuk pengurangan dan penanganan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1 Ayat (6) peraturan yang sama. 

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyusun Kebijakan 

dan Strategi Daerah (Jakstrada). Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi yang terpadu dan 

berkelanjutan untuk pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (5) peraturan tersebut. 

Tujuan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) serta Kebijakan 

dan Strategi Daerah (Jakstrada) merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga serta Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 
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Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu: 

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah 

1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, tujuan kebijakan ini 

meliputi peningkatan kinerja di bidang: 

a) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

b) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. Pengurangan sampah 

2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: 

a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga. 

b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

c) Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga. 

3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: 

a) Pemilahan. 

b) Pengumpulan. 

c) Pengangkutan. 

d) Pengolahan. 

e) Pemrosesan akhir. 

Dengan demikian, Jakstranas dan Jakstrada berfungsi sebagai pedoman strategis 

yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengelola sampah secara nasional dan 

daerah. 

Adapun terkait masalah pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

adalah OPD yang mengemban tugas tersebut. Dinas Lingkungan Hidup memiliki 
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tugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan urusan rumah tangga daerah dan 

tugas-tugas pokok pada bidang aspek peningkatan kebersihan, pengelolaan sampah, 

pengangkutan sampah, dan penataan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

terkait dengan penanganan pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan 

Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional (Jakstranas).20 

Dalam rangka membantu pelaksanaan kewenangan pemerintah, khususnya 

pemerintah daerah, dalam pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 

Kota Bandar Lampung menunjuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang 

berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. 

Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 2 huruf d ayat (10) Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung meliputi: 

a) Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah salah satu instrumen 

pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang memiliki tugas pokok 

melindungi, mengelola, melestarikan, dan mencegah terjadinya potensi 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

b) Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

 
20 Cahyani, P. D., Adys, A. K., & Abdi, A. (2021). “Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 

Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gowa”. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik 

(KIMAP), Vo.2. No.(5), 1595-1614. Hlm 1596 dan 1597 
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1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sampah, 

pemeliharaan lingkungan dan taman, dan penegakan hukum. 

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai tugas lingkupnya. 

3) Pengawasan, pemantauan, pengujian, serta pengelolaan yang berkaitan 

dengan lingkungan hidup. 

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintah daerah sesuai tugas lingkupnya. 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.21 

 

2.3. Sampah dan Limbah 

Sampah  adalah  sebagian  dari  sesuatu  yang   tidak   dipakai,   tidak   disenangi   

atau   sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal  dari  kegiatan  yang  

dilakukan  oleh  manusia  (termasuk  kegiatan  industri),  tetapi  bukan  biologis  

(karena  human  waste  tidak  termasuk di dalamnya) dan umumnya bersifat padat.22 

Sampah menurut KBBI adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak 

terpakai lagi dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas. 

Sampah menurut WHO adalah bahan-bahan yang tidak diinginkan, tidak berguna, 

dan dibuang dari suatu tempat. Contohnya adalah sampah rumah tangga, sampah 

industri, dan sampah medis. 

Sampah berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah , sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 

Jadi, Sampah merupakan bagian dari aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses 

akademik yang sudah tidak dibutuhkan lagi. 

 
21Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar. “TUPOKSI”.  

https://dlh.bandarlampungkota.go.id/statis-88-TUPOKSI.html. Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung.  

22 Ambina, D. G. (2019). ”Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”. Bina Hukum Lingkungan, 3(2), 171-185. Hlm 172 

https://dlh.bandarlampungkota.go.id/statis-88-TUPOKSI.html
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Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sampah yang dikelolah menurut Undang 

Undang ada 3 yaitu: 

a. sampah rumah tangga;  

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan  

c. sampah spesifik. 

Sampah rumah tangga adalah sampah dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga 

yang tidak termasuk sampah spesifik dan tinja.23 

Menurut KBBI Sampah Rumah Tangga adalah limbah yang berasal dari buangan 

kegiatan rumah tangga dan kegiatan sanitasi manusia yang rutin. 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sampah rumah tangga didefinisikan 

sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak 

termasuk tinja dan sampah spesifik. 

Sementara itu, pengertian sampah sejenis rumah tangga tidak dijelaskan secara 

lebih rinci dalam peraturan tersebut. Namun, sampah sejenis rumah tangga 

memiliki karakteristik yang sama dengan sampah rumah tangga, tetapi berbeda 

dalam hal sumbernya. Sampah ini berasal dari kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Perbedaan sumber sampah ini penting untuk mendukung kebijakan dan strategi 

pengelolaan sampah yang efektif, sehingga setiap jenis sampah dapat dikelola 

sesuai dengan karakteristiknya. 

 
23 Rosmala, A., Mirantika, D., & Rabbani, W. (2020). “Takakura Sebagai Solusi 

Penanganan Sampah Organik Rumah Tangga”. Abdimas Galuh, Vol.2. No.(2), 165-174. Hlm 165 
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Untuk, Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 

beracun, dan sampah yang berasal dari bencana atau kegiatan yang tidak periodik.24 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah spesifik didefinisikan 

sebagai sampah yang, karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya, memerlukan 

pengelolaan khusus. Adapun pengertian lebih lanjut mengenai sampah spesifik 

diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan bahwa: 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan  beracun;  

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya  dan beracun;  

c. sampah yang timbul akibat bencana;  

d. puing bongkaran bangunan;  

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;  dan/atau  

f. sampah yang timbul secara tidak periodik. 

Limbah menurut KBBI adalah sisa proses produksi, bahan yang tidak mempunyai 

nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau 

pemakaian, dan barang rusak atau cacat dalam proses produksi. 

Limbah adalah bahan buangan atau bahan sisa yang tidak digunakan lagi dari hasil 

kegiatan manusia baik pada skala rumah tangga, industri, maupun pertambangan. 

Pada konsentrasi tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap 

lingkungan dan terhadap kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan 

yang tepat terhadap limbah.25 

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, dan untuk Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dijelaskan sesuai Pasal 1 Ayat  (2) 

 
24 Cundari, L., Arita, S., Komariah, L. N., Agustina, T. E., Bahrin, D., Teknik, J., & No, K. 

(2019). “Pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos di desa 

burai”. Jurnal Teknik Kimia, Vol.25. No.(1), 5-12. Hlm 6 
25 Sunarsih, E. (2014). “Konsep pengolahan limbah rumah tangga dalam upaya 

pencegahan pencemaran lingkungan”. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol.5. No.(3). 162-

167.Hlm 162 
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dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun . Untuk karakteristik Limbah 

B3 seperti yang dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2)  Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

Dan Beracun yaitu: 

a. mudah meledak;  

b. mudah menyala;  

c. reaktif;  

d. infeksius;  

e. korosif; dan/atau  

f. beracun. 

Berdasarkan penjelasan diatas Sampah dan Limbah ternyata berbeda yang dimana 

sampah berasal dari sisa kegiatan sehari-hari manusia, sedangkan Limbah berasal 

dari kegiatan sisa kegiatan produksi dan kegiatan suatu usaha. 

 

2.4. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan 

organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.26 

Pengelolaan berdasarkan KBBI  proses, cara, perbuatan mengelola; proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang 

membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Menurut James A.F. Toner, pengelolaan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi anggota suatu organisasi dengan 

 
26 Arifin, R., & Latif, N. (2020). “Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat Berbasis 

Web Pada Kantor Balai Latihan Masyarakat Makassar”. Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, Vol.10. No.(1), 68-76. Hlm 69 
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menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Soekanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses 

perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan, hingga dengan proses 

terwujudnya tujuan. 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.27 

Pengelolaan Sampah berdasarkan 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang 

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sampah. 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan 

tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi 

pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. 

Dalam hal pengurangan sampah, disebutkan dalam Pasal 20 meliputi pembatasan 

timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan atau pemanfaatan kembali sampah 

atau dikenal dengan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Hal ini juga dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah tangga. 

Pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam 

pengelolaan sampah.Paradigma baru tersebut lebih ditekankan kepada metode 

pengurangan sampah menekankan kepada tingkat perilaku konsumtif dari 

masyarakat serta kesadaran terhadap kerusakan lingkungan akibat 

sampah.Masyarakat menjadi salah satu faktor utama untuk mensukseskan 

 
27 Septiani, U., Najmi, N., & Oktavia, R. (2021, October). “Eco Enzyme: Pengolahan 

sampah rumah tangga menjadi produk serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan”. In Prosiding 

Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1). Hlm 2 
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paradigma baru pengelolaan sampah. Program tersebut tidak akan mencapai hasil 

yang diharapkan tanpa peran serta aktif masyarakat dalam merubah perilaku.28 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya. Untuk mencapai Pengelolaan Sampah perlu nya upaya dapat 

dilakukan dengan cara Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) adalah kegiatan 

memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan 

mendaur ulang.  

1. Reuse (menggunakan kembali) : yaitu penggunaan kembali sampah secara 

langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.  

2. Reduce (mengurangi) : yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan 

timbulnya sampah.  

3. Recycle (mendaur ulang) : yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah 

mengalami proses pengolahan.29 

Untuk mendukung tercapainya prinsip reduce, reuse, recycle (3R), diperlukan 

fasilitas yang memadai dalam pengelolaan sampah. Fasilitas-fasilitas tersebut harus 

disiapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari tugasnya, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah. Jenis fasilitas yang diperlukan untuk pengelolaan sampah 

secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan 

Sampah Nasional, khususnya pada lampiran peraturan tersebut yang menjelaskan 

tata cara penggunaan sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Jenis fasilitas 

yang dimaksud meliputi: 

 
28 Wildawati, D., & Hasnita, E. (2020). “Faktor yang berhubungan dengan pengelolaan 

sampah rumah tangga berbasis masyarakat di kawasan bank sampah hanasty Kota Solok”. Human 

Care Journal, Vol.4. No.(3), 149-158. Hlm 150 
29 Subekti, S. (2010, July). “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat. 

In Prosiding Seminar Sains Nasional dan Teknologi”. (Vol. 1, No. 1).124-130. Hlm 124 
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1) Bank Sampah 

a) Bank Sampah Unit 

b) Bank Sampah Induk 

2) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Sampah 

a) Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R) 

b) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

c) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

3) Fasilitas Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 

a) Pusat Daur Ulang (PDU) 

b) Intermediate Treatment Facility (ITF) non-insinerator 

c) Fasilitas biodigester 

d) Fasilitas refuse-derived fuel (RDF) 

e) Fasilitas insinerator 

f) Fasilitas menggunakan teknologi gasifikasi 

g) Fasilitas menggunakan teknologi pirolisis 

4) Fasilitas Pengelolaan Sampah Organik 

a) Komposting skala kecil 

b) Rumah kompos/fasilitas pengomposan skala besar 

c) Pusat Olah Organik (POO) 

5) Pengelolaan Kreatif dan Sektor Informal 

a) Produk kreatif dari sampah 

b) Sektor informal (pengepul/lapak) 

Penyediaan fasilitas-fasilitas ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam 

rangka mendukung sistem pengelolaan sampah nasional yang terintegrasi, efektif, 

dan berkelanjutan. Hal ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk 
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berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip 3R, sehingga 

tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. 

Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah merupakan elemen penting dalam 

mendukung tercapainya prinsip reduce, reuse, recycle (3R) dalam pengelolaan 

sampah. Namun, peran pemerintah saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan 

pengelolaan sampah berbasis 3R. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat 

diperlukan untuk mendukung program pengelolaan sampah. Masyarakat dapat 

berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Bab IX Pasal 29 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 

Selain itu, peran masyarakat juga diatur dalam Bab XI Pasal 70 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, yang menetapkan bahwa: 

1) Hak dan Kesempatan Masyarakat 

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

2) Bentuk Peran Masyarakat 

Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui: 

a) pengawasan sosial; 

b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, atau pengaduan; dan/atau 

c) penyampaian informasi dan laporan. 

3) Tujuan Peran Masyarakat 

Peran aktif masyarakat dilakukan untuk: 

a) meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 
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b) mendorong kemandirian, pemberdayaan, dan kemitraan masyarakat; 

c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 

d) meningkatkan respons masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial; 

dan 

e) menjaga serta mengembangkan budaya dan kearifan lokal guna 

melestarikan fungsi lingkungan hidup. 

Dengan sinergi antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat, pengelolaan 

sampah berbasis 3R dapat berjalan secara optimal, sehingga menciptakan 

lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. 

Peran serta masyarakat tersebut secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua 

bagian, peran serta dalam pengurangan sumber sampah serta penanganan sampah. 

Peran serta masyarakat dalam pengurangan sumber sampah adalah segala upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Peranan 

tersebut terdiri dari pengurangan sampah, menggunakan kembali, dan daur ulang 

sampah. Pengurangan sampah dari sumbernya dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, yaitu menghindari produk yang menyebabkan banyak sampah, membeli 

produk yang dapat diisi ulang, mengganti barang perlengkapan yang sekali pakai 

menjadi barang yang dapat digunakan berkali-kali.30 

Untuk itu Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat diperlukan dalam Pengelolaan 

Sampah untuk mencapai 3R sehingga menciptakan Lingkungan yang sehat tidak 

ada penyakit, sehingga Pengelolaan Sampah ini penting untuk kita bersama. 

 

  

 
30 Hutagaol, S. M., Nasution, M. A., & Kadir, A. (2020). “Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pakpak 

Bharat”. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Vol.2. No.(2), 204-216. Hlm 7 



 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif merupakan metode penelitian yang memfokuskan pada analisis 

terkait penerapan hukum positif, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum, penemuan 

hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan 

hukum, dan telaah sejarah hukum. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat 

untuk memahami dan mengeksplorasi aspek-aspek hukum dengan mengacu pada 

kerangka kerja konseptual dan normatif.31 

Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan 

argumentasi, teori, atau konsep baru yang bersifat preskriptif, dimana hal ini 

bermanfaat untuk memberikan pandangan dan solusi terhadap permasalahan 

hukum yang muncul. Pendekatan normatif ini bertujuan tidak hanya untuk 

memahami hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan sumbangan berupa 

pemikiran konseptual yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang 

inovatif terkait dengan isu-isu hukum yang dihadapi.32  

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memanfaatkan sumber- sumber 

kepustakaan sebagai data utama untuk mengkaji suatu kasus, tanpa melibatkan 

penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian 

perpustakaan atau menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder), yang melibatkan 

analisis mendalam terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat 

 

31 Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum.hlm. 52. 

32 Mahmud Marzuki, P. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group.hlm. 35 
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sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dalam kerangka 

waktu tertentu.33 

 

3.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang merujuk pada penjelasan 

mengenai kondisi objek penelitian dan analisisnya berdasarkan teori-teori hukum 

serta praktik pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang telah disebutkan 

sebelumnya. Fokusnya adalah menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala 

hukum lainnya yang terkait dengan pendekatan hukum yang relevan, untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang akan diselidiki. 

Penelitian deskriptif analitis ini hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

objek atau persoalan yang diteliti, tanpa bermaksud mengambil kesimpulan 

umum.34 

 

3.3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan  

mengkaji semua bentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan 

sampah. Untuk mendukung pendekatan perundang-undangan dilakukan juga  

pendekatan empiris yaitu suatu proses pemecahan atau pemecahan masalah melalui  

langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian.  

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, Yuridis Normatif 

dan Yuridis Empiris. 

 

 
33 Soekanto, S. (2015). Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan 

Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Medan: PT. Sofmedia. hlm 94. 
34 Soekanto, S. (2015). Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan 

Skripsi,Tesis, dan Disertasi). Medan: PT. Sofmedia. hlm 81 
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3.4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum normatif dan empiris, diperlukan data-data yang 

bersumber dari data primer dan skunder. Data primer yang dimaksud adalah data 

murni yang diperoleh dari hasil studi lapangan terhadap objek penelitian yang akan 

dikaji yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Sedangkan data 

skunder data-data yang notabene telah diolah terlebih dahulu oleh orangblain atau 

(berdasarkan penelitian ini) dapat berasal dari bahan-bahan hukum atau dokumen-

dokumen pendukung lainnya. 

 Dalam pengklasifikasinya, bahan-bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

sumber, yaitu : 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara  yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim.35 Adapun yang penulis gunakan adalah: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga 

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 

Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

 
35 Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya 

Bandung. hlm 36 
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6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang 

Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga 

7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah 

Pada Bank Sampah 

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi 

Pengelolaan Sampah Nasional 

9) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah 

 

b. Bahan   hukum   sekunder   adalah   bahan-bahan   yang   erat hubungannya  

dengan  bahan  hukum  primer,  dan  dapat  membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer,36 sehingga dalam penelitian  ini  penulis  

menggunakan  bahan  hukum  sekunder  yang meliputi: buku-buku, jurnal 

hukum dan pendapat hukum. 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun  

penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti: kamus, 

ensiklopedia, dan seterusnya.37 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis akan melakukan  

pengumpulan data dengan langkah-langkah berikut : 

a. Penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data  

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dari berbagai kepustakaan yang 

 
36 Suratman, D. (2015). Metode penelitian hukum. (No Title).Hlm 77 
37 Soekanto, S. (2015). Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan 

Skripsi,Tesis, dan Desertasi). Medan: PT. Sofmedia.. hlm 13 
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berkaitan dengan bahan penelitian berupa buku-buku, undang- undang,  peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lainnya terkait permasalahan. 

b. Pengamatan (observasi), penelitian dengan menggunakan hasil pengamatan  

merupakan suatu metode pengumpulan data untuk menunjang suatu penelitian 

empiris dengan mencatat dan menggambarkan seluruh fenomena yang terjadi 

selama penulis melakukan penelitian terkait objek permasalahan. 

c. Wawancara, pengumpulan data dari hasil wawancara terhadap narasumber 

Kabid Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 

yang telah ditentukan merupakan metode yang dapat membantu penulis  

menggambarkan bagaimana sudut pandang responden terkait permasalahan  yang 

akan diteliti oleh penulis dengan menggunakan panduan pertanyaan  yang telah 

dipersiapkan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. 

 

3.6. Metode Pengelolaan Data 

a. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, mendeskripsikan  

data, mendeskripsikan data dalam bentuk deskripsi, dan menarik  kesimpulan. 

b. Sistematis, yaitu pengolahan data secara sistematis berdasarkan topik 

pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan analisis data 

 

3.7. Analisis Data 

Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yang berlandaskan pada telaah yuridis yang berasal dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta referensi dari studi kepustakaan yang relevan dengan 

objek penelitian. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, metode kualitatif 

didefinisikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif.38 

 
38 Soekanto, S. (2015). Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan 

Skripsi,Tesis, dan Disertasi). Medan: PT. Sofmedia. hlm.205. 
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Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan keadaan dan 

fakta yang ada, dengan merujuk pada teori-teori yang terkait dengan masalah-

masalah yang sedang diteliti. Proses analisis ini juga melibatkan pemahaman 

terhadap apa yang dinyatakan oleh responden atau informan, baik secara lisan 

maupun tertulis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

terkait dengan konteks dan dinamika yang melibatkan objek penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1.Kesimpulan 

 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan kebijakan pengelolaan 

sampah sejenis sampah rumah tangga melalui tahapan-tahapan yang 

meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan 

pemrosesan akhir. Kebijakan ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. 

Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, kesehatan 

masyarakat, dan kualitas lingkungan. 

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan kebijakan 

pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 06 Tahun 2023. Kebijakan ini mencakup tahapan pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir. Namun, 

efektivitas pelaksanaannya masih kurang optimal. Yang sudah cukup 

optimal di penangan pengangkutan sampah sejenis sampah rumah tangga, 

sedangkan penangan yang dinilai kurang optimal. 

 

5.2.Saran 

 

Saran yang bisa saya berikan berdasarkan penelitin yang sudah saya tulis diatas 

ialah : 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib membuat Jakstrada sesuai 

peraturan yang berlaku supaya menangani potensi permasalahan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Bandar Lampung. 
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2. Meningkatkan Inovasi dalam Pengelolaan Sampah, ningkatan signifikan 

dalam aspek pemilahan, teknologi, dan metode pengelolaan untuk mencapai 

efektivitas yang diharapkan. 

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung bisa lebih melakukan kerja sama dari 

semua pihak untuk membantu dalam proses pengelolaan sampah seperti : 

pihak swasta, PT, Universitas yang ada di Kota Bandar Lampung, semua 

element di masyarakat, dan bahkan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

dapat berkerja sama dengan Pemerinta Daear (Pemda) terdekat yang sudah 

bisa melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. 

4. Pemerintah perlu secara berkala mengevaluasi efektivitas kebijakan yang 

telah diterapkan dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut. Penilaian kinerja pengelola kawasan dan pengangkut sampah 

dapat menjadi bagian dari proses ini.  

5. Pemerintah dapat menggandeng pihak swasta atau komunitas peduli 

lingkungan untuk mendukung program pengelolaan sampah, seperti daur 

ulang atau pengelolaan organik.  

6. Segera menerapkan metode lahan urug saniter di TPA Bakung untuk 

menggantikan pembuangan terbuka. Metode ini perlu didukung oleh 

investasi dalam infrastruktur yang memadai serta tenaga ahli yang 

kompeten.  

7. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan bagi petugas kebersihan tentang 

pemilahan sampah yang efisien. Penyediaan teknologi pendukung, seperti 

mesin pemilah otomatis, juga dapat mengurangi beban kerja manual. 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Akib, Muhammad. (2021). Hukum lingkungan: perspektif global dan nasional. 

Depok: Rajawali. 

E. Handoyo, F. Ilmu, S. Universitas, N. Semarang, E. Handoyo, and W. Karya, 

Kebijakan Publik.  

Mahmud Marzuki, P. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya 

Bandung.  

Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. 

Soekanto, S. (2015). Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan 

Skripsi, Tesis, dan Desertasi). Medan: PT. Sofmedia.  

Suratman, D. (2015). Metode penelitian hukum. (No Title). 

Y. Rusfiana and C. Supriatna. (2021).“Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan 

Perkembangan,” ALFABETA, cv Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung p. 

148, 2021. 

 

Jurnal 

A. Komarudin, A. Rosmajudi, and A. Hilman. (2023). Implementasi Kebijakan 

Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, Indones. J. 

Educ. Humanit., vol. 3, no. 4, pp. 41–49, 

A. R. A. Said. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-

Desember 2015.Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah 



 
 

67 

Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945, Fiat Justisia 

J. Ilmu Huk., vol. 9, no. 4, pp. 505–530, [Online]. Available: 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552 

A. Rosmala, D. Mirantika, and W. Rabbani. (2020). Takakura Sebagai Solusi 

Penanganan Sampah Organik Rumah Tangga,” Abdimas Galuh, vol. 2, no. 

2, p. 165, doi: 10.25157/ag.v2i2.4088. 

A. Setiajaya, F. A. Lewis H, S. Hasiany, and A. S. Zulaicha. (2023) Strategi 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: 

Kelurahan Sukaraja), J. Ilmu Lingkung., vol. 21, no. 4, pp. 807–818, doi: 

10.14710/jil.21.4.807-818. 

Alfian, Rian, and Arlina Phelia. 2021. “Evaluasi Efektifitas Sistem Pengangkutan 

Dan Pengelolaan Sampah Di Tpa Sarimukti Kota Bandung.” JICE (Journal 

of Infrastructural in Civil Engineering) 2(01): 16. 

doi:10.33365/jice.v2i01.1084. 

Arindri, E E, I B Simamora, and L M F Simanullang. “Menjaga Alam, 

Mewujudkan Keberlanjutan: Studi Perbandingan Pengelolaan Sampah Di 

Indonesia Dan Malaysia.” Waqafilmunusantara.Com. 

https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2024/08/Menjaga-

Alam-Mewujudkan-Keberlanjutan-Studi-Perbandingan-Pengelolaan-

Sampah-di-Indonesia-dan-Malaysia.pdf. 

C. Wulandari. (2020). “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum,” J. Huk. 

Progresif, vol. 8, no. 1, pp. 1–14, 2020, doi: 10.14710/hp.8.1.1-14. Hlm 5 

D. Wildawati and E. Hasnita (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Kawasan 

Bank Sampah Hanasty, J. Hum. Care, vol. 4, no. 3, pp. 149–158, 

E. Sunarsih. (2014). Konsep Pengolahan Limbah Rumah Tangga Dalam Upaya 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Concept of Household Waste in 

Environmental Pollution Prevention Efforts, J. Ilmu Kesehat. Masy., vol. 5, 

no. 3, pp. 162–167, [Online]. Available: 

http://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/158 

Elisa Eka Andriyani. (2022) “Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan 

Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of 



 
 

68 

Powers dan Division of Powers),” SOSMANIORA J. Ilmu Sos. dan Hum., 

vol. 1, no. 4, pp. 534–540, 2022, doi: 10.55123/sosmaniora.v1i4.1219. 

F. K. Nur Fadilla, Dian Prima Safitri. (2021). Implementasi Kebijakan Dan Strategi 

Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” pp. 1–15, [Online]. Available: 

http://repositori.umrah.ac.id/154/1/NUR FADILLA-150563201051-IAN-

JURNAL.pdf 

G. Ambina. (2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Bina Huk. Lingkung., vol. 3, 

no. 2, pp. 171–185, doi: 10.24970/jbhl.v3n2.13. 

Hapsari, Bernadetta, Dinda Nada, Nadia Putri, and Muhammad Fikri. 2024. 

“Analisis Penerapan Zero Waste Dalam Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.” Jurnal Ilmu 

Sosial dan Humaniora 2(6): 9–24. 

Hasaziduhu Moho. 2019. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek 

Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. ‘Penegakan Hukum 

Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan 

Kemanfaatan.’ Jurnal Warta 13, No. 1 (2019): 138–49.Kemanfaatan.” 

Jurnal Warta 13(1): 138–49. 

Izharsyah, Jehan Ridho. 2020. “Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan 

Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary 

Landfill.” Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan 

Hummanioramaniora 4(2): 109. doi:10.31604/jim.v4i2.2020.109-117. 

Kurniaty, Yulia, Wahyu Haji Bani Nararaya, Ranatasya Nabila Turawan, and 

Fendy Nurmuhamad. 2016. “Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah 

Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang.” Varia 

Justicia 12(1): 135–50. http://dkpt.magelangkota.go.id/bidang/kebersihan,. 

L. Cundari et al. (2019). Burai, vol. 25, no. 1, pp. 5–12, 

Lestari, Nur Eni, Agus Purnama, Aisyah Safitri, and Yeni Koto. 2020. “Peningkatan 

Pengetahuan Dan Sikap Pemilahan Sampah Pada Anak Usia Sekolah 

Melalui Metode Simulasi.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju 



 
 

69 

1(02): 45–49. doi:10.33221/jpmim.v1i02.668. 

M. T. Hadomuan and Retnowati WD Tuti. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap 

Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan, 

Kebijak. J. Ilmu Adm., vol. 13, no. 1, pp. 7–14, 

Miftahuddin, Ka-bupaten, Mhd Kholili, and Lucky Dafira Nugroho. 2011. 

“Pemanfaatan Sampah Organik Untuk Budidaya Maggot Sebagai 

Alternatif Pakan Tambak Guna Meningkatkan.” Buletin Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 2(1): 1–5. 

https://doi.org/10.21107/bpmd.v1i1.xxxxx. 

Miftahuddin, Ka-bupaten, Mhd Kholili, and Lucky Dafira Nugroho. 2011. 

“Pemanfaatan Sampah Organik Untuk Budidaya Maggot Sebagai Alternatif 

Pakan Tambak Guna Meningkatkan.” Buletin Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa 2(1): 1–5. https://doi.org/10.21107/bpmd.v1i1.xxxxx. 

Ningrum Putu Ary Prasetya. 2016. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

DENGAN UPAYA PENERAPAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN 

SAMPAH RUMAH TANGGA  : Jurnal Hukum Agama Hindu, 5(2), 32-

39. 

Nurcahyo, Edy, and Ernawati Ernawati. 2019. “Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa 

Mabulugo, Kabupaten Buton.” Empowerment : Jurnal Pengabdian 

Masyarakat 2(02): 31–37. doi:10.25134/empowerment.v2i02.1940. 

P. A. Baskoro and B. Kurniawan. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan 

Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Publika, pp. 149–158, 

doi: 10.26740/publika.v9n2.p149-158. 

P. Dwi Cahyani, A. Kadir Adys, and Abdi. (2021). Kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gowa, J. unismuh, vol. 2, 

no. 5, pp. 1595–1614, 10AD, [Online]. Available: 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index 

P. E. Septiani. (2019). Jurnal Pengabdian Masyarakat, Din.  J. Pengabdi. Kpd. 

Masy., vol. 3, no. 1, pp. 105–111, doi: 10.31849/dinamisia.v3i1.2729. 



 
 

70 

Praditya, Oktyan. 2012. “Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah Di 

Kelurahan Sekaran Kota Semarang.” Unnes Journal of Public Health 1(2). 

Putranto, Panji. 2023. “Prinsip 3R: Solusi Efektif Untuk Mengelola Sampah 

Rumah Tangga.” Innovative: Journal Of Social Science Research 3(5): 

8591–8605. http://j-

innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5882. 

R. Arifin and N. Latif. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat 

Berbasis Web Pada Kantor Balai Latihan Masyarakat Makassar, Inspir. J. 

Teknol. Inf. dan Komun., vol. 10, no. 1, pp. 68–76, doi: 

10.35585/inspir.v10i1.2555. 

R. Mubarak and W. Trisna. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat 

Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah, J. Ilm. Penegakan Huk., 

vol. 8, no. 2, pp. 174–182, doi: 10.31289/jiph.v8i2.5811. 

Rosita Candrakirana. 2015. “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang 

Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental 

Governance Di Kota Surakarta.” Yustisia Jurnal Hukum 93(3): 581–601. 

doi:10.20961/yustisia.v93i0.3686. 

S. M. Hutagaol, M. Arif Nasution, and A. Kadir. (2020). Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten 

Pakpak Bharat Improvement of Community Participation in Management 

of Household Waste in Pakpak Bharat District, J. Ilm. Magister Adm. 

Publik, vol. 2, no. 2, pp. 204–2016, [Online]. Available: 

http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa 

 S. Subekti. (2010). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat, 

Fak. Tek. UNPAND, pp. 24–30, , [Online]. Available: 

http://www.unwahas.ac.id/publikasiilmiah/index.php/PROSIDING_SNST

_FT/article/download/326/411 

 T. Pemberian and D. Kewenangan. (2019). Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 

28 Agustus 2018 – Januari 2019 Kornelia Melansari D. Lewokeda, vol. 14, 

pp. 183–196, 

U. Septiani, Najmi, and R. Oktavia. (2021). Eco Enzyme : Pengolahan Sampah 



 
 

71 

Rumah Tangga Menjadi Produk Serbaguna di Yayasan Khazanah 

Kebajikan, J. Univ. Muhamadiyah Jakarta, vol. 02, no. 1, pp. 1–7, [Online]. 

Available: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat 

Yos Johan Utama. 2012. “Pengertian Administrasi Negara Dan Hukum 

Administrasi Negara.” Modul: 1–59. 

Z. Zulfikar and Y. Rinaldi. (2019). Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 

Dalam Pengelolaan Sampah, Syiah Kuala Law J., vol. 3, no. 3, pp. 445–458, 

doi: 10.24815/sklj.v3i3.12621. 

 

 

Peraturan Undang-Undang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2o2o Tentang 

Pengelolaan Sampah Spesifik 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perli N Du Ngan Dan Pengelo I-Aan Lingkungan Hidup 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan 

Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan 



 
 

72 

Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

 

Dokumen dan Internet 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 2023. “Jumlah Rata-Rata Sampah 

dan Produksi Sampah Tahun 2011 sampai 2023 Kota Bandar Lampung”. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar. “TUPOKSI”.  

https://dlh.bandarlampungkota.go.id/statis-88-TUPOKSI.html. Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

 BPS Lampung. 2024.” Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kota Bandar 

Lampung (2021-2023)”. Kota Bandar Lampung : 2021-23. 

BPS Kota Bandar Lampung, “jumlah restoran/tempat makan, hotel, dan pasar 

modern di Kota Bandar Lampung”. Kota Bandar Lampung : 2024. 

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 

https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.”Kelengkapan Data Pengelolaan 

Sampah”. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.”SOP Pemilahan Sampah”. Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

https://dlh.bandarlampungkota.go.id/statis-88-TUPOKSI.html
https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/


 
 

73 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.”Profil Kondisi Persampah Di 

Kota Bandar Lampung”. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.”Pengelolaan Sampah”. Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

 

 


